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TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |SMP) SWASTA

SMP SAMPOERNA

DESA CIJAYANTI KECAMATAN BABEAKAN MADANG

BUPATI BOGOR

bahwa dalam uwpaya meninglatkan pelovanen den pemeratsen
pendidiltan  dasar  kepada masyaralal, serts mewujudkan
pelalisanaan wajib belajar pendidilian dasar, perlu membenken Izn
Pendirian Sekolah Menengah Pertama [SMP) Swasla kepada SMP
Samposina vang berlokasi i Kp. Babalkan RT.005 RW.OO0L Desa
Cijayanti, Kecamatan Babalian Madang, Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksed delam
huruf a, perha penctapan Keputusan Bupati Bogor, tentomg [en
Pendirian Hckolah Mencngah Pertama (SMP] Swasta lepaoda SMP
dampoerna yang berlelasi di Ep. Babakon RT.O05 EW.C0L Desa
LCijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 1950 tentang Pembentulan
Daerah-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djews Bearat
[Berita MNegara  Republik Indonesia  Tahun 1950 Namor 8]
achagaimena telah dinbah dengan Undang-Undang Nomaor 4 Takian
1968 tenteng Pembentukan Kabuparton Porwaloarta dan Kabupaten
Subang demgan Menpubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19350
tentang Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten dalam Linglangan
Fropinsi Dijawa Darat [(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1968 Momor 31, Tambshan Lembaran Meogara Heopublik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2002 (enlang Sisterm Pendidiksn
Mumionsl [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
T8, Tembehan Lembaran Nepars Republik Indomesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 41,
Tambehan Lembaren Nepara Republik Indonesia Nomor $4%6];
Undang-TUndang Memor 23 Tehun 2004 lentane Pemenntahsn
Daerah (Lembearan Nepora Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Nepora FEepublik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah beberapa leali diubah, terakhic dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tehun 2015 tenteng Perubshan Kedus astas
Lndang-Undang Momor 23 Tehun 20014 tentsng Pemerintahsan
Dacrah (Lembaran Negars Republik Indonesis Tahun 2015 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negary Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tenlang Administres:
Pomerintghan (Lembaran Negarae Republik Indonesia Tehun 2014
Momor 292, Tambahan Lembaran Megara Hepublik Indonesia Nomor
26015
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200, Peraturan Menteri Dulam Nepsri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanzn Terpadu Satn Pintu Daerah [(Beorita
MNegara Republik Indonesis Tahun 2017 Nomor 1956);

21, Peraturan Daerah Kebupaten Beogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelengearaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tabun 2011 Nomor 6, Tembahan Lembaran Daeersh Kabupaten
Bager Nomor 54];

22. Peraturan Daerah Kabupaien Hogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Deerah [Lembaran Daerah
Habupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nommor 96);

23, Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tenrang Kedudukarn,
Sugunan Organisasi, Tugas dan Funpsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikzn {Herita Dacrah Kabupaten Bogor Tehun 2016 Nomor 45];

24, Peraluran Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Fenanaman Modal dan Pelavanan ‘Terpadu Sama Pintu [BeriLa
Daerah Kabupaten Bogor Tabiun 2016 Neomaor 53);

23. Peraturan Bupati Bogor Nomeor 2 Tehun 2017 tentang Pendelesasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelavenan
Perizinan dan Noaperizinan Kepads Kepala Perangkat Dasraly (Berila
Dacrah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomar 2);

26, Peraturan Bupati Bogor Nomor 9@ Tahun 2017 tentang Tala Cara
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidiken Dasar
[Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Momaor 9);

27, Kepumisan Bupat Bogor Nomer 503764/ Kpis,/Per-UTI /2017 tentang
Pembentulkan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan NonperizEnan,

1. Surat Kementerisn Hulum dan Hok Asasi Manusia Republile
Indonesia MNomor : AHU-AH.OT.06-00105797 perihal Penerimaan
Perubahan Data Yayesen Pulera Sampoerna , tangeal 11 Jul 2017;

2. Perjanjian Sewa Menyews, tangeal 15 September 2017 tercutat pads
Motaris Chandra Lim, 3.I1., LL.M di Kota Jakarta Utara:

3.  Hasil $tudi Kelayoaken Izin Pendirden SMFP {Swasta) Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor, tangpe]l 27 Desembeor 20158 tentang Reloapilulas
Milai Hasil Kajian Pendirian SMP Sampocrna;

4. Berita Acara Rapal Pembahasan lzin Pendirion Sekolsh Menengah
Pertama [SMFP) Swasle Nomor ; 68/BAP-IPBMP/XI/ 2018, tanggal 21
Neovember 2018,

MEMUTUSEAN

Member imn keparda

Name Lembaga @ YAYASAN FUTERA SAMPOERMA

Alamat : Sampocrina Straregic Sguere, North Tower Lz, 27, JL
Jend,  Sudirman  Kav, 45-46  Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Kecamatan Setiabudi, Jalkarta
Selaten

Unluk mendivikan dan menyelenggarakan Sekolzsh Menengah Pertama

ISP Sweasla

Nama : SMP SAMPOERNA

Alamat : Kp. Habakan RT.005 EREW.0C01 Desa Cijavant,
Kecematan Babakan Madang, Kabupaten Bagor

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diklum KESATLY, berlalm
sepanjang memaiuhi semua ketenmuan vaity

a. menjamin peserla didik memperoleh alises pelayvanan pendidilean,
begl pesorta didik vang orang tua/walingya tidak mampu membisyai
pendidikan, pescrta didik pendidikan khusus, atan peserta didik o4
daerah khusus;

. melalozlear. ...
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HEDELAPAN
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-

b, melalukan dan/atau memfasilicasi penjaminan muta pendidilan oo
gaman atan program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Masional Pendidikan;

¢. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada pescrta didik wang
memilildi  potensi  kecordasan  dangatan baltat  istimewa untuk
mencapai prestosi puncak di bidang ilmu pengetohuan, toknolog,
geni, denaten olabragn pade Ungkal seluan pendidilan, kecamatan,
kabupaten fliota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanalian sistem informasi pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbasis teknaologh infrrmasi dan
leomunileasi;

e, menjomin jumlah den kualifikesi pendidik dan tenaga kependidilean
gesual denpan Standar Masionel Pendidikear;

f. menjrmin sarans dan prasarana pendidiken berdin di atas enah
milik sendiri ales name yayessn dan oslan cers lain yang sesual
denpan peraluran/perundang-andengan . vehE bedaloa,  tidalc
senpkels, dan Udek dipuneken untok kegalan lein selain legiatan
prioses pembelsjaran.

Dalam  hal pelakssmasn begiatan  pendidilean, satusn pendidikan

dimalesud pindah alamat, berganti pemilik dan atau d.tpmdaht angankan

lepada pemilile lain maka leputusan ini batal dan harus mongulang
mengajulean izin pendirian bama;

Malam hal pelakeanaan kegiatan pendidilcan ternyarta fimbul keoragan

torhadap pihale lain, aran pescrma didik yang mengaldbatkan torhentinya

leegiatan  pendicilcan, malea segala resike vang timbul scpenubhnva
menjads tangrung jawab pihak pemegang izin dan koputusan ini dapat

dibatalkan danfatan batal demi oo,

Scgala penyimpangan dan atau leclalaian atas diktum keduaa, ketiga dan
keempat keputusan ind baik sengaja maupun tidak scngaja sehingea
meriygmlean kewibgwean Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputussn
it batzl demi hukum;

l#zin Pendirian Sckolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku
gampai dengan (4 Januar 2027 dan selama pemegang izn mematiii
semusd ketenfuan PNH uran I!II:."1'I]_'I'I-.'_'|‘=.IJ'|E 'I_:I]_'_I_I:]iTlF"&T }HJ'IE herla k.'l.l clam
ridal mengalami poribahan;

Hadan penyelengears wajib memiliki lahan dan banpunan vang
digunakan atas nama yayasan paling larnbat tanggal 04 Januari 2027,
Nalam hal yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diknam
KETLJUH, maka keputugan ini dapat dicabut/ batal demi haloam;
Badan penyelengrara wajibh memiliki Momor  Induk Berusaha (NIB)
melalul Silem  Pelayanan Penezinean  Berusahs  Terinteprasi Secara
Flekironik dari Lemmbeaga OFS Republik Indonesis;

Feputusan ini mulss berlaku pada tanpeal ditetaploan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tangpal 08 J4N g

_—a.n. BUPATI BOGOR

TRID, 19630713 I‘J'L-*EUj L0

Tembusan....




Putera Sampoerna Foundation

together we can make a difference

SURAT PERNYATAAN
No. 083/PSF-BOARD/04/18

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Elan Merdy
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Putera Sampoerna
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 27,

JI. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa kami, Yayasan Putera Sampoerna (“YPS”) merupakan badan penyelenggara
pendidikan anak usia dini (PAUD)/SD/ SMP dan SMA Sampoerna (“Sampoerna Academy”)
yang terletak di Sentul City, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten
Bogor (“Sentul City”).

2. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84
tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Bahwa YPS
memutuskan untuk menyelengggarakan pendidikan PAUD jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)
Sampoerna yang terletak di yang terletak di Sentul City Kelurahan Cijayanti, Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 April 2018
Hormat kami,
YAYASAN PUTERA SAMPOERNA

Elan Merdy
Sekretaris
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